
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/ 196 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN

PROVINSI PAPUA TENGAH

Menim-oang:

Mengingat

a.

b.

l.

a

3.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

bahwa <ialam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan
pcrrataan kelernbagaan pe, angkat daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penataan Kelembagaan
Provinsi Papua Tengah;

Undang-Undang Nomor 2l Tahun 20O1 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Irmbaran Negara Republik
lh,l^nacia T.h' th tnn I Nnmar I 1R Tom}.ohon t anho--n

Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20Ol tentang Otonomi
Khrrsrrs R-a oi Prnrli n si P.ant r.q II-ernharan Neoarq Ppnr rlrlilr
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Oi4 Nomor 244, Tambahan i-embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Penglanti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2O22 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

5- Undang-Undang N.ar-or ?O Taht:n 2O2-a rcr:.t-ang Aparatur
Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
20 i 6 tentang Perangkat Daerah (i,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia t{omor 5887}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2O19 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor i6 Tahun 2Oi6 tentang Perangkat Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Irmbaran Negara Repubtik Indonesia Nomsr
6ao2l;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1O6 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

8. Pergturan Pemerinteh Nomor 107 Tahun 2O2 t tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 202 1, Nomor 239, Tambahan l,embaran
Neoq ra P,.nrrhliL lnrlnnesi-a Nnrrrnr 67?l'..'D*...rv...v.vlvt,

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negzua
Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 20i8 tentang Perubahan Atas Peraruran Menteri
Dalam Negeri Nomor 8O Ta-hun 2O15 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoflesia
Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 1);

ll.Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor I Tahun
2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
D-a.n--i D^^"- 'f--^-L 'f^L"- L^Dn^,^- O(\O q, ll --l'^-^-I u r55.ar ur I zuz-rr tr-^_rrruaro.rr
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2O25 Nomor 1);
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l2.Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025
tcntang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Tim Fasilitasi Penataan Keiembagaan Provinsi Papua Tengah
Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan irri.

Tim Fasilitasi Penataan Kelembagaan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan persiapan, pengumpulan data, pengolahan
data dan analisis data yang berkaitan dengan penataan
kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah;
dan

2. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tasiiitasi
kelembagaan kepada Gubcrnur melalui Sekretaris Daerah.

Segala biaya yang timbul sebagai alribat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada DPA Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran
2025.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunyai daya laku surut terhitung pada bulan Mei 2O25.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 8 Agustus 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
cAP/rrD

MEKI NAWIPA
denga.n aslinya

HUKUM

UNG, SH., M.H.
608204212rOO2

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Biro Hukum Kementerian Daiam Negeri di Nabire;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Organisasi Setda Prowinsi Fapua Tengah <ii iiabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.
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Pengarah
Penanggungiawab
Ketua
Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota

LAMPIRAN
KEPt'TUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3. 1/ 196 TAHUN 2025
TEI.ITANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENATAAN
KELEMBAGAAN PROVINSI PAPUA TENOAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

Gubernur Papua Tengah
Asisten Bidang Administrasi Umum
Kepala Biro Organisasi Setda
Kepala Bagian Kelembagaan dan
Analisis Jabatan pada Biro Organisasi
Kasubbag l(glsrnfagaen Perangkat
Daerah Provinsi
l. Kasubbag Kelembagaan Perangkat

Daerah Kabupaten/ kota pada Biro
Organisasi

2. Kasubbag Andis Jabatan pada Biro
Organisasi

3. Kasubbag Penyusunan Produk
Hukum Pengaturan Perdasi dan
Perdasus pada Biro Hukum

4. F.Pipit Dwi Hidayati
5. Arman Manuputty
6. Novita Sawaki, S.Sos.
7. Victoria Gerda l,awalata, S.An.
8. Federika Pekei, S.E.
9. Olivra Tm Kowi, S.E.
10. Yospia Auwe, S.Ars.
11. Ice Boma
12. Alsafat Sagani

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

MEKI NAWIPA
dengan aslinya

HUK

NG, SH., M.H
2002121002

S


